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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan berkah,
rahmat dan hidayah- Nya sehingga Laporan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasl (PPID) Pelaksana Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta
(Banhub Lampung) Tahun 2022 dapat tersusun dan terselesaikan.

Laporan ini merupakan sebuah gambaran dari pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik
Tahun Anggaran 2022 dan sebagai bentuk pertanggungjawaban PPID Pelaksana
Banhub Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2022.
Sekaligus sebagai bentuk dari pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik dan
akuntabilitas kepada masyarakat sesuai dengan amanat Undang- Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Akhir kata, semoga Laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak serta
menjadi bahan evaluasi dimasa yang akan datang sehingga PPID Pelaksana Banhub
Lampung mampu mewujudkan Maklumat Pelayanan Informasi Publik Pemerintah
Provinsi Lampung yakni “Pelayanan Publik Yang Cepat, Tepat dan Sesuai Harapan’.

Jakarta, Februari 2023

KETUA PPID PELAKSANA
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
“'LAMPUNG DI JAKARTA,
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BAB |
GAMBARAN UMUM

Keterbukaan informasi merupakan salah satu pilar penting kehidupan
berdemokrasi untuk mendorong bangsa Indonesia menjadi bangsa yang transparan dan
akuntabel. Begitu pula dengan akses masyarakat untuk mendapatkan informasi. Hak
masyarakat untuk memperoleh informasi merupakan hak mendasar yang melekat pada
manusia terutama di negara- negara yang menganut sistem demokrasi. Sebagai negara
yang menganut sistem demokrasi, Indonesia dalam hal ini adalah pemerintah menjamin
hak asasi manusia untuk mendapatkan informasi, kebebasan berpendapat dan
keterbukaan informasi seperti yang tercantum pada konstitusi. Hal ini semakin diperkuat
dengan adanya Undang- Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik.

Adanya undang- undang tersebut, mewajibkan setiap badan publik membuka
akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik.
Sehingga tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang mensyaratkan
adanya akuntabilitas, tranparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses
terjadinya kebijakan publik dapat tercipta. Undang- Undang ini mengamanatkan
pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap badan
publik. Dengan demikian, pemerintah pusat maupun pemerintan daerah
(provinsi/kabupaten/kota) diharapkan mampu membentuk PPID dalam rangka
implementasi undang- undang tersebut dan mewujudkan good governance yang
transparan.

Atas dasar itu, Pemerintah Provinsi Lampung membentuk PPID dengan Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung sebagai PPID Utama dibawah
binaan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung dan diarahkan oleh Sekretaris Daerah
Lampung. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, PPID Utama dibantu oleh PPID
Pelaksana disetiap Perangkat Daerah (PD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung
untuk mengembangkan sebuah sistem layanan informasi yang cepat, mudah dan wajar
bagi masyarakat.

Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta (Banhub Lampung) merupakan
salah satu PPID Pelaksana yang membantu PPID utama dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya. PPID Pelaksana Banhub Lampung memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
1. Menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan
informasi;

Melakukan pelayanan informasi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Melakukan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
Menetapkan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
Menguji konsekuensi;
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Mengklasifikasikan informasi;
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7. Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk

memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

Sedangkan wewenang yang dimiliki sebagai PPID Pelaksana adalah :

1. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku;

2. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/lkomponen/satuan kerja yang
menjadi cakupan kerjanya;

3. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan pihak terkait;

4. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;

5. Menugaskan/menunjuk  pelaksana untuk membuat, mengumpulkan, serta
memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.



bangscl aaaaaa

Leyal Adaptil

BAB Il

GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI LAMPUNG DI JAKARTA

A. Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugasnya, PPID Pelaksana Banhub Lampung telah

didukung oleh sarana dan prasarana yang ada, namun masih perlu peningkatan. Hal

ini menjadi bahan evaluasi agar kedepannya Banhub Lampung lebih meningkatkan

sarana dan prasarana sehingga kinerja PPID Pelaksana lebih baik lagi dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya.

Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki adalah sebagai berikut :

1

Sarana pelayanan informasi berupa laptop/ komputer, printer, jaringan wifi
internet dan telepon seluler.
Sarana sosialisasi dan dokumentasi elektronik yang terdiri dari laman media

social yang dimiliki oleh Banhub Lampung seperti website resmi, Instagram, dan

Facebook.
B. Sumber Daya Manusia (SDM)
Struktur Organisasi PPID Pelaksana di Banhub Lampung adalah sebagai berikut :
STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI LAMPUNG DI JAKARTA TAHUN 2022
NO JABATAN DALAM PPID JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH
1 Penanggung Jawab Kaban Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta
Ketua PPID Pelaksana Kasubbid Promosi dan Informasi
Wakil Ketua | Kasubbid Hubungan Antar Lembaga
? Wakil Ketua Il Kasubbid Kemasyarakatan
Sekretaris PPID Pembantu Kasubbag Tata Usaha
Bidang Informasi Pelayanan Pelaksana
Bidang Pengelolaan Informasi Pelaksana
’ Bidang Dokumentasi dan Arsip Pelaksana
Bidang Pengaduan Pelaksana
Tabel 1. Struktur Organisasi PPID Pelaksana Badan Penghubung Provisi Lampung di Jakarta
C. Anggaran Kegiatan

Anggaran yang mengakomodir kegiatan PPID Pelaksana Banhub Lampung

Tahun 2022 sebesar 196.970.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta sembilan

ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari belanja kawat/faksimili/internet/TV

berlangganan, belanja update website promosi dan informasi dan belanja pembuatan

materi media digital.
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BAB Il
PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Badan Penghubung Provinsi
Lampung di Jakarta

Pada tahun 2022 Banhub Lampung telah melaksanakan pelayanan informasi
dan dokumentasi kepada publik dengan sistem daring/ online melalui media sosial
seperti website, Instagram dan facebook;

Kategori informasi yang telah dipublikasikan adalah sebagai berikut:
1. Informasi tentang profil Banhub Lampung meliputi :

a. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang
lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas, fungsi dan visi misi Badan
Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta;

b. Struktur organisasi, gambaran umum satuan kerja dan inovasi;

2. Informasi tentang program dan kegiatan yang sedang dijalankan oleh Badan
Penghubung seperti Calender Of Event;

3. Informasi tentang kebijakan- kebijakan pemerintah baik pemerintah pusat
maupun Pemerintah Provinsi Lampung.

Informasi - informasi tersebut dapat diakses oleh publik pada media sosial resmi

Banhub Lampung seperti website (https:/penghubung.lampungprov.go.id/),

Instagram @penghubung.lampung dan Facebook (Badan Penghubung Provinsi

Lampung) yang diupdate secara berkala.

Pada tahun 2022 tidak ditemukan adanya penolakan pemberian informasi
kepada publik. Pelayanan informasi yang diberikan oleh PPID Pelaksana sesuai
dengan ketentuan Daftar Informasi yang telah ditetapkan oleh Provinsi Lampung.
Begitu juga untuk informasi yang dikecualikan dan tidak dapat dipublikasikan.
Adapun informasi yang dikecualikan dan tidak dapat dipublikasikan adalah
informasi dengan kategori sebagai berikut :

1. Menghambat proses penegakan hukum;

N

. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan
perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;

. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara;

. Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;

. Merugikan ketahanan ekonomi nasional;

. Merugikan kepentingan hubungan luar negeri;

O 00 ~N O O

. Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir
ataupun wasiat seseorang;

10.Mengungkap rahasia pribadi seseorang;
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11.Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik
yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan Komisi Informasi
atau pengadilan;

12.Informasi Publik yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang- Undang

B. Kendala dan Tantangan

Beberapa kendala dan tantangan yang dialami saat pelaksanaan tugas yakni :

1. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang yang dimiliki seperti komputer,
printer, papan pengumuman dan jaringan wifi yang kurang stabil;

2. Kualitas Sumber Daya Manusia yang masih perlu ditingkatkan terutama di
bidang teknologi informasi dan publikasi;

3. Koordinasi internal PPID Pelaksana yang belum optimal dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya;

4. PPID Pelaksana harus lebih aktif lagi dalam penyusunan usulan anggaran
yang mendukung kegiatan dan operasionalnya untuk tahun yang akan datang;

5. Belum adanya website/ laman khusus PPID Pelaksana Banhub Lampung;

6. Perlunya peningkatan sosialisasi tugas dan fungsi PPID Pelaksana dalam

rangka peningkatan kinerja.
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BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik, Banhub Lampung selaku PPID Pelaksana Provinsi
Lampung telah melaksanakan pelayanan informasi kepada publik. Hal ini nampak pada
upaya- upaya publikasi yang dilakukan baik melalui media online seperti media sosial
(website, intagram, dan facebook) yang mana dilakukan pembaruan informasi secara
berkala.

Meskipun belum maksimal dalam pelaksanaannya, namun PPID Pelaksana
Banhub Lampung berkomitmen untuk semakin meningkatkan kualitas pelayanan
informasi dan dokumentasi kepada publik sesuai dengan core value ASN BerAkhlak
(Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan
Kolaboratif), Bangga Melayani Bangsa serta Maklumat Pelayanan Informasi Publik
Pemerintah Provinsi Lampung yakni, “Pelayanan Publik Yang Cepat, Tepat dan Sesuai
Harapan”. Dengan demikian publik/masyarakat dapat memperoleh informasi yang
transparan, akuntabel dan melalui proses yang mudah. Dengan demikian masyarakat
dapat berperan aktif mengontrol, mengawasi kinerja pemerintah bahkan berpartisipasi
langsung demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Beberapa hal yang perlu dilaksanakan untuk masa yang akan datang sebagai
berikut :

1. Pemenuhan dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung seperti
komputer, printer, jaringan wifi yang stabil dan lain sebagainya;

2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia terutama di bidang teknologi
informasi dan publikasi;

3. Peningkatan koordinasi internal PPID Pelaksana dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya;

4. Penyusunan usulan anggaran yang mendukung kegiatan dan operasional PPID

Pelaksana;

5. Pembuatan website/ laman khusus PPID Pelaksana Banhub Lampung;
6. Peningkatan sosialisasi tugas dan fungsi PPID Pelaksana dalam rangka
peningkatan kinerja.
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PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI LAMPUNG DI JAKARTA

JI. Tomang Raya No 40 — Telp. (021) 5605839, 5680072 Fax. (021) 5644916
JAKARTA BARAT 11430

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI LAMPUNG DI JAKARTA
NOMOR : 800.05/ P - 014 /VI1.09/2022

TENTANG

PENETAPAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA BADAN PENGHUBUNG
PROVINS! LAMPUNG DI JAKARTA

KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI LAMPUNG DI JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah serta sesuai dengan
ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2013
tentang pelayanan informasi publik, perlu membentuk Tim Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Badan Penghubung
Provinsi Lampung di Jakarta;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penghubung Provinsi
Lampung di Jakarta,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomeor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Alas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 99),

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2013 tentang
Pelayanan Informasi Publik,



7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2018 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung,

8 Peraturan Gubemnur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI LAMPUNG DI

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

JAKARTA TENTANG PENETAPAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI LAMPUNG DI JAKARTA TAHUN 2022

Menunjuk Personil yang Namanya tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini
sebagai Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
pada Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta

Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU terdin dan .

Penanggung Jawab;

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu / Ketua
Wakil Ketua |;

Wakil Ketua Il;

Sekretaris,

Anggota;

~®Qa0 0w

W

" Tugas Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentas: Pembantu
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu
1. Menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan dan mengamankan
informasi,
Melakukan pelayanan informasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Melakukan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan secemana
Menetapkan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
Menguji konsekuensi;
Menglasifikasikan informasi,
Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil
untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik
b Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu/Ketua
sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf b dalam melaksanakan
tugasnya dibantu oleh Wakil Ketua |, Wakil Ketua Il, Sekretans, dan Anggota

NoO s wN

Struktur Organisasi Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pembantu sebagaimana dalam Lampiran | Keputusan in

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian han ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan im akan
diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di - Jakarta
Pada tanggal | 05 Januan 2022

1
Qi
KMARINA, S.Sos.. MM.
(7t
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Keputusan Kepala Badan Penghubung

Provinsi Lampung di Jakana

Nomor
Tanggal

- 800.05/P - 014 /VI1.09/12022
: 05 Januan 2022

STRUKTUR ORGANISAS| TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU PADA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI LAMPUNG DI JAKARTA

PENANGGUNG JAWAB
KETUA

WAKIL KETUA |

WAKIL KETUA I SEXRETARIS ;
ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA

BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG

PELAYANAN PENGELOLAAN DOKUMENTASI PENGADUAN
INFORMASI INFORMASI DAN ARSIP

KEPALA BADAN PENGHUBUNG

/fvﬂg}fm{s\l;g PUNG DI JAKARTA,




PELAYANAN INFORMASI DAN PUBLIKASI MELALUI MEDIA SOSIAL
BADAN PENGHUBUNG LAMPUNG 2022

Gubernur Arinal Buka
Lampung Fair 2022, Sedikitnya
200 Stand Ambil Bagian dan
Siap Layani 700.000
Pengunjung pada 29 Oktober

Keterangan :

a. Gambar 1 & 2 : Publikasi program dan kegiatan
Pemerintah Provinsi Lampung Badan Penghubung

Lampung tahun 2022 melalui Website resmi
https://penghubung.lampungprov.go.id

b. Gambar 3 & 4 : Publikasi program dan kegiatan
Pemerintah Provinsi Lampung Badan Penghubung
Lampung tahun 2022 melalui Instagram resmi
Instagram.com/penghubung.lampung

c. Gambar 5 & 6 : Publikasi program dan kegiatan
Pemerintah Provinsi Lampung Badan Penghubung

Lampung tahun 2022 melalui Facebook resmi
Facebook.com/Badan penghubung Provinsi Lampung




PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI LAMPUNG DI JAKARTA

JI. Tomang Raya No. 40 - Telp. (021) 5608948 Fax (021) 5644916

JAKARTA BARAT 11430

Jakarta, 29 Agustus 2022

Kepada
Nomor ¢ 100/T-905/V1.09/2022 Yth. Sckretaris Dacrah Provinsi Lampung
Sifat . Biasa Melalui Kepala Dinas Kominfo dan
Lampiran ¢ 1 (satu) berkas — Statistik Provinsi Lampung
Hal - Penyusunan DIP dan DIK
Tahun 2022 Di-
Bandar Lampung

Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
Nomor : 555/2629/V.14.02/2022 Hal Penyusunan DIP dan DIK Tahun 2022, Bersama
ini kami sampaikan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang
Dikecualikan (DIK) pada Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta Tahun 2022

sebagaimana terlampir, i

Demikian disampajkan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

902 198602 2 001
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Keputusan Kepala Badan Penghubung Provinsi
Lampung di Jakarta

Nomor - 800.05/ P - 014 /VI.09/2022
Tanggal : 05 Januarn 2022

SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
PADA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI LAMPUNG DI JAKARTA

|NO NAMA | JABATAN JATATAN SRLAW
'l 1 | YUDA SUKMAR!NA S.Sos., MM. Kepala Badan Penghubung Penanggung Jawab
"2 | BEFIPERMATASARI, 5P MM | Kasubbid Promosi dan Ketua
[ o il - Informasu _
[I ‘Kasubbid Hubungan Antar | ;
i RENALDY FARDAN! S. STP Lembaga Wakil Ketua |
|4 | SITINOVITA, SE. M.Kes. | Kasubbid Kemasyarakatan | Wakil Ketua I
| S | SULASTRI, S.Si. Kasubbag Tata Usaha l Sekretarns i
' - _ " | Penyusun Bahan Informasi S
|6 | ASEP WAHYUDIN, S Sos., MIP. | pada Subbid Promosi dan g:g‘;’ﬁa?"‘l’;’;?masi |
| - | Informasi | I - 1
o Analis Kemasyarakatan pada | Anggota Bidang ,
g | LUKMAN KURNIA K., ST Subbid Kemasyarakatan Pelayanan Informasi '
' Analis Tata Usaha pada Anggota Bidang '
]rs __A_DE*HENDRIANSYAH s ' Subbag Tata Usaha Pelayanan Informasi J
Pranata Teknologi Informasi | 3
‘s | SOERACHMAD Komputer pada Subbid gggg(:r?a?:?r?fg%nasi ‘
N I | Hubungan Antar Lembaga y ) B
Pranata Teknologi Informasi s
|
| 10 | JUMANTO Komputer pada Subbid gzggg:gg;flal’r‘]?ormasi
. o | Hubungan Antar Lembaga _ i _
! - Penyusun Bahan Informasi :
11 | APRILENA AMSARI, SIP.MIP | pada Subbid Promosidan | pradoia Bidang
- h - | Informasi ) NPARRNIIaTNOY
" Pengelola Pemberdayaan Ancaote Bidan
12 | WAHYU WIDAYAT Masyarakat pada Subbid e |
| _ | Kemasyarakatan 9 bl
! Pranata Teknologi Informasi | Antiots Bid
|13 | BAIHAQI ROCHMADDIN Komputer pada Subbid [t S
. - Hubungan Antar Lembaga e SRS
T 14 | DiNIR Pengemudi pada Subbag Anggota Bidang
= | TataUsaha | Dokumentasi dan Arsip |
" Penyusun Bahan Informasi | Anggota Bidang
~1 i M—O_NA FAT_RISIA, SP- ] Fna;g?m Saus?brfi Promosi dan IS It e if_Slp
16 | AULIRAMADHANDIAASN. | Tenaga Kontrak gg&gﬁ“gn?:’s?g%n -
T "Analis Informasi Kebudayaan A_n— &t Bidan
17 | WIDYA SUSANTI, SE., MM pada Subbid Promosi dan | poogols J10ang .
. - | Informasi e
“Pengadministrasi Umum Forenti Eililian |
18 | RUDI NURDIANSYAH pada Subbid Promosi dan A egg oA 9 '
| Informasi Ridnions e




DAFTAR INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI LAMPUNG DI JAKARTA

A. INFORMAS! WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

o T — RINGKASAN 151 PEIABAT YANG PENANGGUNG JAWAS | WAKTU PEMBUATAN/ | nro:::sl: "anc | 1ANGKa wakTy | * E"'::;::;:m
INFORMASI MENGUASAI INFORMASI | PEMBUATAN INFORMASI | PENERBITAN INFORMASI TERSEDIA PENYIMPANAN INFORMASI
1 |Kedudukan domisili Kedudukan Badan Kasubbag Tata Usaha Kasubbid Promosi dan Softcopy dan 5 tahun Website Badan
beserta alamat lengkap  |Penghubung atau alamat Informasi hardcopy Penghubung
lengkap yang terdapat
dalam website
2 |Ruang lingkup kegiatan  |Ruang lingkup dan uralan Kasubbag Tata Usaha Kasubbid Promosi dan Softcopy dan 5 tahun Website Badan
tercantum dalam Pergub Informasi hardcopy Penghubung
Lampung No 59 tahun
2021
3 |Visi dan misi, maksud dan |Ringkasan informasi Kasubbag Tata Usaha Kasubbid Promes! dan Softcopy dan Stahun  |Renstra Badan
tujuan, struktur organisasi |tentang dukyngan Informasi hardcopy Penghubung dan
dan gambaran umum terhadap visgdan misi ' . Website Badan
setiap satuan kerja Provinsi Lambung, |Penghubung
struktur Badan
Evcn;hubw serta
program dan/ atau
kegiatan yang sedang
dijalankan dalam lingkup
Badan Penghubung
4 |Program dan/ atau Ringkasan informasl Kasubbag Tata Usaha  |Kasubbid Promosi dan Softcopy dan 5 tahun Website Badan
kegiatan yang sedang tentang program dan/ Infarmasi hardcopy Penghubung
dijalankan atau kegiatan yang sedang
dijalankan
S |Agenda penting terkait  |Agenda penting terkait  |Kasubbag Tata Usaha Kasubbid Promosi dan Softcopy dan 5 tohun Website Badan
pelaksanaan tugas Badan [pelaksanaan tugas seperti Informasi hardcopy Penghubung
Penghubung proses perencanaan
program, proses
pembuatan anggaran
serta waktu untuk
memberi masukan
sebagaimana tercantum
dalam Agenda

Perencanaan




B. INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA :

RINGKASAN 181 PLIABAT YANG PENANGGUNG JAWAB | WAKTU PEMBUATAN / SR JANGXA WAKTU s ol
e e INFORMAS| MINGUASAI INFORMAS| | PEMBUATAN INFORMASI | PENERBITAN INFORMASI SCRMEAY Yooy PENYIMPANAN RAENSRENSY
TERSEDIA INFORMASI
1 |Rencana strategn dan Informasl tentang rencana [Kasubbag Tata Usaha Kasubbid Promosi dan Softccpy dan 5 tahun Webyute Badan
1nnum kerja Badan strategs dan rencana Informasi hardeopy Penghubung
Penghubung Lerja Badan Penghubung
C INFORMAS! YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT ;
RINGKASAN 151 PUABAT YANG PENANGGUNG JAWAS WAKTU PEMBUATAN / e JANGKA WAKTU JED5 MEIRA YANG
- SIS INFORMAS| MENGUASAI INFORMASI PEMBUATAN INFORMASI | PENERBITAN INFORMASI INFORMAN vARS PENYIMPANAN o
TERSEDIA INFORMASI
1 |informasi tentang hak uﬂvﬂ'mﬂ tentang hak dan (Kasubbid Promosi dan | Kasubbid Promosl dan Softcopy dan 5 tahun Website Badan
tata cara memperoieh tata cara memperoleh Informasi Informasi hardcopy Pengnubung
Informasi, serta wata cara [informasi, serta tata cara
penyelesaian sengketa penyelesalan sengheta
informasl informasi
I ] !
2 |lumlah permintaan Jumlah permintaan Kasubbid Promaosl dan Kasubbid Promosi dan Softcopy dan S tahun Website Badan
informasi yang dikabulkan |informas yang d kabulkan |Informasi Informasi hardcopy HP'WU"I
bak sebagian atau baik sebagian atau
seluruhnya dan seluruhnya dan
permintaan informasi permintaan informasi
yang ditolak yang ditolak

PENC

Qs

0,

BADAN PENGHUBUNG,




DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI LAMPUNG DI JAKARTA

PLIABAT YANG

KONSEXULINSI PERTIMBANGAN BAGI PUBUIK

rund )
B Undang-Undang Nomor 30 Tanun 2000 tentang

Pahasa Dagang. (Pasal 3 dan 4)

INFORMASI DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMAS| MENGUASAI JANGKA WAKTU PENYIMPANAN
INFORMAS! DIBUKA ddacc
Surat Usul / Laporan/ Pengaduan |Undang-Undang Momar 14 Tahun 2008 tentang Kasubbag Tata Usaha [Informas! yang berkaitan Melindung! hak pribadi PNS  |Terduka sepanjang pengady
dari SEFD [ Instans tentang Eeterbukaan informasi Publie, (Pasal 17 hund h) dengan hak pribadi yang bers.fat rahazia dan/atau terady (yang diacukan)
Ougaan Pelanggaran Disiplin (Bertentangan dengan asas memberiwan perietuuan tertul's
|praduga tak bersalah)
Icentitas PNS yang Dijatuni Undang-Uncang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kasubbag Tata Usaha [Informasi yang berkartan Melindungl hak pribadi PNS  |Terbuka sepanjang PNS dijatuhi
Pukuman Disighin Eeterbuiaan informasi Publy, (Pasal 17 huruf h) dengan hak pricadi yang bers.fat rahasia Hukuman disighn memberian
persetujuan tertulis
icentitas PNS yang Mengapdan  |Uncang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kazuboag Tata Usaha |Akan mengungiap dita Meindung) hak pribad PNS  |Setelah terbtrya surat ijin /
|1rin Percaraian/ Peckaw'nan Eeterbucaan informasi Publik, (Pazal 17 hund h) pribadi PMS yang bersfat yang bers.fat rahasa katerangan perceralan dan PNS
|rahatia yang bersangkutan memberican
in tertu's l
4 2 Dinamis yang Menyangos umumumx!nmm:-m Kasubzag Tata Usaha |Dapat disalangy clen |Melindungl kerahasiaan Terbatas samzal seteln selesai
ﬁmmww Ketertbukaan informasl Publik, (Pasal 17 hund 1) pinak-pihac yang tidak dcuumen diaudit
[<an Perjalanan Dinas bertanggung jawab
&1 Colusren Pengacaan 1. Uncang-Undang Momor 14 Tahun 2008 Tentang Kisubbag Tata Usaha |a. Dapat mengganggu 2. Perindungen hakk kekayaan |Tertatas, sampai dengan
(Doiaumen Lelang/ Keteroukaan indormasi Putiie, (Pasal 17 hurf B); | Lepentingan periindungan hak |imtelektual dan menjaga senetapan penyedia barang dan
Seleksi dan Doicamen Kalikasi  |b. Undang-Undang Momor 5 Tarun 1593 Tentang atas wekayaan intelektual can |persaingan usaha yang tidak |jasa
Larangan Praitei Monopch dan Persaingan Usaa perindurgan dari persaingan [sehat b. Melindungl
Tidai Senat, (Paszal 23); _ usana yang Udak sehat b. unhuil_.ln perusahaan c.
€ Undang Uncang Nommor 20 Tahun 2000 tentang g Membuka ranasia perusahaan [Menjaga objektfias
Pahasia Dagang (Pasal 3 can &) c. Ternambatnya proses penlalan dokumen
ptn.i.uan dokumen
b.rCan Farga Feaearan Uncang-Uncang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kasubtag Tata Usaha |Membula rahasia perusahaan |Melindung! hak 3tas rahasia  [Setelah penandatanganan kontrak
Wu:m IWWW(PHHWIm yang dijarmn oleh Undang- dagarg bag penyedia
Urdang sarang/jasa




